BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan urian pembahasan yang terdapat dalam Bab II di atas,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Perlindungan pengupahan yang layak bagi Pekerja Rumah
Tangga (PRT) dalam hukum positif Indonesia dapat ditempuh
menggunakan ketentuan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Permenaker ini
menentukan besaran upah melalui kesepakatan. Sehingga
perlindungan hukum preventif dilakukan melalui mekanisme
perjanjian pada umumnya yang terdapat di dalam KUH Perdata.
Namun, perlindungan terhadap ketentuan upah layak melalui
kesepakatan dalam relasi PRT dan pemberi kerja dinilai belum
dapat memberikan perlindungan yang maksimal. Hal ini
dikarenakan beberapa hal. Pertama, adanya gap relasi kuasa
yang sangat terlihat dalam hubungan antara pemberi kerja atau
Majikan dengan PRT. Kedua, adanya anggapan bahwa
pekerjaan domestik merupakan pekerjaan yang tersembunyi,
tidak bernilai, dan tidak memberikan nilai ekonomi. Ketiga, dari
segi historis, PRT mengalami perjalanan panjang dan erat
kaitannya dengan perbudakan, sehingga relasi hubungan

pekerjaan PRT dengan Majikan dianggap sebagai suatu relasi
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kepemilikan dan tidak pantas untuk dibayar. Keempat, PRT
masih masuk dalam sektor pekerjaan informal atau tidak diakui
status yuridis PRT sebagai pekerja. Kelima, kultur PRT yang
tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis juga merupakan
faktor yang menghambat perlindungan pemenuhan upah layak.
Sehingga agar memiliki konsep perlindungan maka
membutuhkan posisi tawar yang setidak-tidaknya sama, yang
dapat ditempuh dengan beberapa hal. Pertama, didorongnya
mekanisme perjanjian kerja secara tertulis. Kedua,
memanfaatkan serikat pekerja. Ketiga, dengan keterlibatan
LPPRT dalam pembuatan perjanjian. Sedangkan untuk
perlindungan hukum represif dilakukan dengan mekanisme
wanprestasi dan penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan
maupun dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

. Rancangan Undang-Undang PPRT belum dapat memberikan
perlindungan maksimal terhadap pengupahan layak bagi PRT.
Hal ini dikarenakan RUU PPRT masih mendasarkan
pengupahan melalui mekanisme kesepakatan dan juga tidak
diberikannya ketentuan terkait dengan upah minimum sebagai
mekanisme perlindungan upah. Praktik baik dari Negara
Filipina dan Afrika Selatan yang dapat diterapkan di Indonesia
dalam menjamin perlindungan pemenuhan pengupahan layak

bagi PRT dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan terkait
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dengan penetapan upah minimum, pembuatan standar kontrak,

dan pemberian bantuan sosial.

Pemerintah khususnya DPR RI perlu segera untuk mengesahkan
Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Dengan
disahkan RUU PPRT setidaknya akan memberikan kepastian
status terhadap PRT sebagai pekerja. Meskipun sudah ada
ketentuan terkait dengan perlindungan bagi PRT yang terdapat
dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015, tetapi Permenaker ini
belum memberikan perlindungan secara maksimal dikarenakan
belum ada aturan undang-undang yang menjadi landasan dari
Permenaker tersebut. Selain itu, perlu adanya urgensi untuk
meratifikasi ketentuan KILO 189 tentang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga dan menyesuaikan ketentuan yang ada di dalam
KILO tersebut dalam RUU PPRT.

Kebijakan yang dapat diterapkan dalam pemenuhan upah layak
bagi PRT adalah dengan menggunakan kebijakan upah
minimum, pengaplikasian standar kontrak, dan juga melalui
bantuan sosial.

Penerapan upah minimum disesuaikan secara bertahap hingga
menuju standar upah minimum nasional yang kemudian diikuti

dengan pemberian Bantuan Sosial. Penerapan upah minimum



89

secara bertahap dilakukan untuk mencegah adanya resistensi

atau penolakan.
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